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ABSTRAK 
 
Ali Rahman (B111 08 361), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Judul Skripsi “TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
TENTANG KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA”, Di 
bawah bimbingan Marthen Arie sebagai pembimbing I dan Romi 
Librayanto sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini berlokasi di Kementerian Hukum dan HAM Di 
Jakarta. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kewenangan Wakil 
Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Data yang penulis 
peroleh kemudian diolah dengan tinjauan hukum yaitu dengan analisis 
langsung terhadap Peraturan Presiden No 60 tahun 2012 Tentang 
Wakil Menteri dan Undang Undang No 39 tahun 2008 Tentang 
Kementerian Negara yang kemudian digunakan sebagai bahan hukum 
primer. Kedudukan Wakil Menteri dalam sistem Presidensial di 
Indonesia masih mengalami ketidakjelasan dimana dalam Pasal 9 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara menyebutkan bahwa Kementerian Negara membawahi struktur 
birokrasi yang terdiri atas, Sekretariat jenderal (Sekjen), Direktorat  
Jenderal (Dirjen), Ispektorat Jenderal (Irjend), akan tetapi didalam Pasal 
1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri 
disebutkan bahwa “Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Menteri”. Keberadaan Peraturan Presiden ini menjadi 
legitimasi yuridis kedudukan Wakil Menteri saat ini meskipun tidak 
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
KIementerian Negara. 
 
Wakil Menteri diberikan kewenangan melalui Peraturan Presiden 
Nomor 60 tahun 2012 untuk meringankan beban kerja yang ada pada 
Kementerian Negara dalam hal ini membantu tugas Menteri yang 
kemudian disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan 
Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil 
Menteri. Kewenangan dari jabatan Wakil Menteri terjabarkan dalam 
beberapa pengkategorian yang didasari oleh beberapa teori 
kewenangan yaitu jabatan Wakil Menteri yang didasarkan pada jenis 
kewenangannya (prosedural, substansial, personal dan offisial) dan 
jabatan Wakil Menteri yang didasarkan pada sumber kewenangannya 
(atribusi, delegasi dan mandat). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan 
bahwa “ Indonesia adalah Negara Hukum “. Prinsip negara hukum pada 
dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main  dalam penyelenggaraan 
tugas - tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, 
dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai 
pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.  
Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi 
Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan aturan hukum 
yang mengatur dengan cara bagaimana alat alat perlengkapan Negara 
itu melakukan tugasnya kedua, aturan aturan hukum yang mengatur 
hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para 
warga negaranya1,  jadi Hukum Administrasi Negara adalah hukum 
yang berkenaan dengan pemerintahan ( dalam arti sempit ) 
(Bestuursrecht of administratief Recht omvat regels, die betrekking 
hebben op de administratie ); yaitu hukum yang cakupannya – secara 
garis – besar mengatur :  
1) Perbuatan pemerintahan ( pusat dan daerah ) dalam bidang 
politik; 
                                                             
1 Ridwan, HR, 2003, hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, halaman 26 
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2) Kewenangan pemerintahan ( dalam melakukan perbuatan 
dibidang publik tersebut ) di dalamnya diatur mengenai dari 
mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah 
menggunakan kewenangannya; pengguna kewenangan ini 
dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu di atur 
pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum; 
3) Akibat akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan 
kewenangan pemerintahan itu; 
4) Penegakan hukum dan penerapan sanksi sanksi dalam bidang 
pemerintahan 2 
Terkait  dengan diskursus kekuasaan pemerintahan, Undang 
Undang Dasar 1945  pada Bab III menjelaskan mengenai kekuasan 
pemerintahan negara. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan  
“ Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut undang undang dasar “ 3 
Rumusan ini adalah rumusan asli BPUPKI ( Badan Penyelidik Uaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) yang tidak mengalami perubahan. 
Artinya, prinsip constitusional government sebagai salah satu ciri penting 
negara hukum, telah dirumuskan oleh founding fathers sejak sebelum 
kemerdekaan.4 
                                                             
2 Ibid., halaman 33 
3 Lihat BAB III UUD 1945 KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA 
4
 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT.         
Bhuana Ilmu Populer., Jakarta, hlm. 316. 
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Dengan adanya Pasal tersebut tersiratkan bahwa presiden sebagai 
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dimana hal ini menjadi 
salah satu ciri dari sistem pemerintahan presidensial, Menurut Jimly 
Asshiddiqie, setidaknya ada sembilan karakter sistem pemerintahan 
presidensial sebagai berikut: 
1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan 
eksekutif dan legislatif; 
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden 
tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja; 
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya 
yaitu kepala negara sekaligus merupakan kepala pemerintahan; 
4. Presiden mengangkat para Menteri sebagai pembantu atau sebagai 
bawahan yang bertanggung jawab kepadanya; 
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan 
demikian pula sebaliknya; 
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen; 
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, 
maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. 
Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada 
konstitusi; 
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. 
4 
 
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem 
parlementer yang terpusat pada parlemen5 
Dalam sistem presidensial yang di anut oleh Indonesia, presiden dalam 
menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden, yang 
di sebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) undang undang dasar 1945 : 
“dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang 
wakil presiden” 6   
 
Presiden juga dibantu oleh Menteri Menteri Negara, disebutkan dalam 
Pasal 17  ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa  
“Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara”, “Menteri-Menteri itu 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, “Setiap Menteri 
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, dan “Pembentukan, 
pengubahan, dan pembubaran keMenterian negara diatur dalam 
undang-undang”.7 
 
Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pengangkatan Menteri 
Negara itu bersifat politik dimana Menteri berposisi sebagai perpanjangan 
tangan dari presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Menteri 
memimpin lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan 
kabinet yang disusun Presiden. Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang - Undang. 
39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara menyebutkan susunan 
organisasi kementrian departemen Sekretaris Jenderal, Direktorat 
Jenderal, Inspektur Jenderal dan Badan dan/atau pusat, Sedangkan 
Kementerian negara non-departemen memiliki Sekretaris Kementerian, 
Inspektorat dan Deputi sesuai yang disebutkan diPasal 9 ayat (4), Karna 
                                                             
5 Ibid hal 316 
6
 Lihat BAB III UUD 1945 Kekuasaan Pemerintah Negara 
7 Lihat BAB. V UUD 1945 Tentang KeMenterian Negara 
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pada kementerian tertentu dianggap memerlukan bantuan secara khusus 
maka presiden dapat mengangkat Wakil Menteri, disebutkan dalam Pasal 
10 Undang - Undang 38 tahun 2008 tentang Kementrian Negara 
 
: ” dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan 
secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada 
keMenterian tertentu 
8”  
 
  Pasal inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum di bentuknya 
Wakil Menteri di Indonesia. Keberadaan Wakil Menteri mengundang 
prokontra dikarenakan ketidakjelasan kedudukannya dalam sistem 
pemerintahan yang ada di Indonesia, permasalahan ini kemudian di 
ajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh salah satu LSM untuk melakukan 
permohonan pengujian  Undang – Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara Pasal 10 terhadap Undang - Undang Dasar. 
Pada tanggal 5 juni 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan 
putusan No. 79/PUU-IX/2011 yang intinya mengabulkan sebagian 
permohonan pengujian Pasal 10 Undang - Undang Nomor. 39 tahun 2008 
tentang Kementrian Negara dengan membatalkan penjelasan Pasal 
tersebut. Sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut, presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 2012 
untuk mengangkat kembali semua Wakil Menteri kecuali Wakil Menteri 
ESDM yang wafat :   
1) Wakil Menteri Luar Negeri 
                                                             
8 Lihat BAB. III UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi. 
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2) Wakil Menteri Keuangan9 
3) Wakil Menteri Pertahanan 
4) Wakil Menteri Perdagangan 
5) Wakil Menteri BUMN 
6) Wakil Menteri Kesehatan 
7) Wakil Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif 
8) Wakil Menteri Agama 
9) Wakil Menteri Hukum dan HAM 
10) Wakil Menteri Perindustrian 
11) Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 
12) Wakil Menteri Perhubungan 
13) Wakil Menteri Pekerjaan Umum 
14) Wakil Menteri Pendidikan Bidang Kebudayaan 
15) Wakil Menteri Pendidikan Bidang Pendidikan 
16) Wakil Menteri Pertanian 
17) Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi 
dan juga mengeluarkan Peraturan pemerintah No 60 tahun 2012 tentang 
Wakil Menteri. Dalam peraturan pemerintah ini menyebutkan kewenangan 
wakil Menteri yang sifatnya lebih luas sehinggah tidak sejalan dengan 
alasan di bentuknya Wakil Menteri yang tertuang dalam Pasal 10 undang 
undang Kementerian Negara. Membiasnya kewenangan jabatan Wakil 
Menteri sebagai pejabat negara akan berimplikasi pada efektifitas 
                                                             
9 Di kementerian keuangan memiliki dua Wakil Menteri 
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penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, berdasarkan uraian di atas 
penulis kemudian ingin mengangkat sebuah penelitian berjudul “Tinjauan 
Hukum Administrasi Negara Tentang Wakil Menteri Di Indonesia “  
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskanlah beberapa 
masalah berikut : 
1) Bagaimanakah kedudukan Wakil Menteri di Indonesia? 
2) Bagaimanakah kewenangan Wakil Menteri di Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Perumusan masalah di atas, maka menurut penulis 
tujuan penelitian : 
1) Untuk mengetahui kedudukan Wakil Menteri di Indonesia 
2) Untuk mengetahui kewenangan Wakil Menteri di Indonesia 
D. Manfaat Penelitian 
1) Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai tinjauan 
hukum administrasi negara terhadap pelaksanaan kewenangan 
wakil Menteri dalam sistem pemerintahan di indonesia   
2) Sebagai referensi dalam diskursus mengenai tinjauan hukum 
administrasi negara terhadap pelaksanaan kewenangan wakil 
Menteri dalam sistem pemerintahan di indonesia   
3) Sebagai sebuah persembahan bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum  
1. Pengertian Hukum  
Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena 
hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya 
masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu 
mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan 
sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya 
perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa 
kemasa, sebelum manusia mengenal undang - undang hukum identik 
dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan10. 
Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki 
jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai 
oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak11  
Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan 
keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, 
kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari factor eksteren hukum, yaitu 
factor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak 
sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan12. Paton 
                                                             
10 Ahmad Ali, Menguak Tabir  hukum, Ghalia Indonesia, 2008, Edisi kedua halaman 12 
11
 Ibid hal 11 
12 Ibid hal 12 
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memandang bahwa hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 
5 kemungkinan di bawah ini yaitu : 
 Sesuai sifat – sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis 
 Menurut sumbernya, yaitu kebiasaan, preseden, atau undang – 
undang 
 Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat 
 Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan 
otoritasnya 
 Menurut tujuan yang ingin di capainya13 
 
Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para 
pakar : 
1. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “ hukum hanya 
merupakan suatu rechtgewohnheiten ”14 
2. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang 
diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan15 
3. Paul Bohannan yang berpaham antropologis, hukum 
merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan 
dalam pranata hukum16 
4. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, Keseluruhan hukum 
sungguh – sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan 
                                                             
13 Ibid hal 17 
14 Ibid hal 20 
15
 Ibid hal 21 
16 Ibid hal 22 
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kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara 
diam – diam17 
5. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah 
keseluruhan kondisi kondisi dimana terjadi kombinasi antara 
keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang 
lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan18 
6. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu 
perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia19 
Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat 
oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. 
Selain itu masih banyak lagi defenisi defenisi hukum yang berbeda beda 
akan tetapi kalau diperhatikan defenisi defenisi atau pengertian pengertian 
hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan 
dengan manusia dalam masyarakat20  
2. Tujuan Hukum 
Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli 
menegemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan 
beberapa di antaranya di bawah ini :  
a) Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan 
mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh 
filsuf Yunani, Aristoteles dalam karyanya Ethica Nicomachea dan 
                                                             
17 Ibid hal 23 
18 Ibid hal 24 
19
 Ibid hal 26 
20 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 18 
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Rhetorika yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang 
suci  yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak 
menerimanya.21 
b) Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham 
bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata mata apa yang 
berfaedah saja22. Pendapat ini di titikberatkan pada hal hal yang 
berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa 
memperhatikan soal keadilan23. Menurut bentham hakikat 
kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari 
kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan 
adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar besarnya 
dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari 
baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan 
dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, 
dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan ( kerugiaan )24 
c) Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran 
positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai 
sesuatu  yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya 
kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar 
menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di 
wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu 
                                                             
21 Ibid hal 20 
22 Ibid hal 21 
23
 Salim, Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, 2010, Jakarta hal 46 
24 Riduan syahrani op.cit hal 22 
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aturan hukum25. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan 
hukum ataau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak 
memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota 
masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum 
dapat terwujud26  
3. Sistem Hukum 
Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan 
dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum 
mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan 
yang bersifat kompleks , yang terdiri dari bagian -  bagian yang 
berhubungan satu sama lain.27  
Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan 
komponen komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut 
komponen – komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan 
John Burch mendefenisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek 
objek dan ide ide yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk 
mencapai sasaran atau tujuan bersama28. Sudikno Mertokusumo 
berpendapat bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri 
dari unsure – unsure yang mempunyai interaksi satu sama lain dan 
bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut 29 
                                                             
25 Ahmad Ali op.cit hal 67 
26 Ibid hal 67 
27 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung hal 48 
28 Togar M sipatupang, Teori sistem suatu perspektif teknik industry, 1995, Andi Offset, 
Yogyakarta 
29 Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum ( suatu pengantar ), 1986, Liberty, Yogyakarta 
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Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri 
atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum 
adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum 
yang termuat dalam perundang undangan dan struktur hukum berarti 
lembaga pelaksana hukum30. Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu 
saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam 
delapan asas yang dinamakannya  principles of legality yaitu :  
1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan peraturan 
2. Peraturan – peraturan yang telah dibuat itu harus di umumkan 
3. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila 
yang demikian itu ditolak, mak peraturan itu tidak bisa dipakai untuk 
menjadi pedoman tingkah laku 
4. Peraturan – peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di 
mengerti 
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan – peraturan yang 
bertentangan satu sama lain  
6. Peraturan – peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang 
melebihi apa yang dapat dilakukan 
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan 
sehinggah menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi 
                                                             
30
 Lawrence Meir Freidmen , American law an Introduction/  Pengantar hukum Amerika                    
( terjemahan Wisnhu basuki ), 2001, Tata Nusa Jakarta 
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8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang di undangkan dengan 
pelaksanaanya sehari hari31 
Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang di 
ajukannya itu sebetulnya lebih dari sekadar persyaratan bagi adanya 
suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap 
sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas 
tertentu32 
 
B. Teori Kewenangan 
1) Pengertian Kewenangan dan Wewenang 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KKBI ), kata wewenang 
memiliki arti  :  
1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan 
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang lain 
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan33 
Sedangkan kewenangan memiliki arti : 
1. Hal berwenang 
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu
34
 
                                                             
31 Satjipto raharjo, op.cit hal 51  
32 Ibid hal 51-52 
33 Romi Librayanto, Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PuKAP, Makassar, 
2008 hal 61 
34 Ibid hal 61 
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Wewenang menurut Stoutadalah keseluruhan aturan – aturan yang 
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang – wewenang 
pemerintah oleh subjek hukum publik dan hubungan hukum publik.35. 
Kemudian Nicolai memberikan pengertian kewenangan yang berarti 
kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu ( tindakan yang 
dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan 
lenyapnya akibat hukum tertentu )36    
Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian 
awal hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat 
menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang di perolehnya, artinya 
keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam 
peraturan perundang undangan ( legalitiet beginselen )37. Menurut bagir 
Manan, di dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan 
kekuasaan ( macht ). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 
berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak 
dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak 
melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan 
hal tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan 
atau tidak melakukan tindakan tertentu38, sedangkan Menurut S.F. 
Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu 
tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak 
                                                             
35 Ibid hal 63 
36 Ibid hal 63 
37
 Sadjijono, op.cit hal 56 
38 Ibid  hal 58 
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yang di berikan oleh undang undang yang berlaku untuk melakukan 
hubungan hubungan hukum39. Dengan demikian wewenag pemerintahan 
memiliki sifat sifat, antara lain : 
a) Express implied 
b) Jelas maksud dan tujuannya 
c) Terikat pada waktu tertentu 
d) Tunduk pada batasan batasan tertulis dan tidak tertulis 
e) Isi wewenang dapat bersifat umum40 
Berkaitan dengan hal ini maka pada dasarnya kewenangan 
pemerintah dalam penyelenggaraan negara berhubungan dengan asas 
legalitas. Dalam konteks ini, asas legalitas menjadi sebuah hal yang 
mendasar untuk pemberian sebuah kewenangan.  
Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan 
negara hukum (het democratish ideaal en het rechtstaat ideaal)41. 
Gagasan demokrasi menuntut setiap undang-undang dan berbagai bentuk 
keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak 
mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. sebagaimana yang 
dikatakan Rosseau bahwa undang-undang merupakan personifikasi dari 
akal sehat manusia dan aspirasi kepentingan masyarakat
42
 
                                                             
39 S.F. marbun, peradilan administrasi Negara dan upaya admnistratif di Indonesia, liberty, 
Yogyakarta, 1997, hal 154 - 155 
40 Ibid, hal 155 
41
 Ridwan H.R. op. cit Hal 67 
42 Ibid Hal 67 
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Gagasan tentang negara hukum menuntut adanya penyelenggaran 
urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-
undang dan memeberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas 
legalitas menjadi dasar legitimasi dan jaminan perlindungan tindakan 
pemerintah dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Hal ini 
selaras dengan apa yang dikatakan Sjachran Basah bahwa asas legalitas 
berarti upaya untuk mewujudkan duat integral secara harmonis antara 
paham kedaulatan rakyat dan paham kedaulatan hukum berdasarkan 
prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat dan hakikatnya 
konstitutif43.  
Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa ada beberapa syarat yang 
harus dipenuhi setiap penyelenggaraan negara yaitu : 
1. Efektifitas, artinya setiap kegiatan harus dapat mengenai 
sasaran yang telah ditetapkan 
2. Legitimasi, artinya kegiatan administrasi harus dapat diterima 
oleh masyarakat agar tidak menimbulkan sebuah kekacauan 
3. Yuridikitas, syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para 
pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum 
dalam arti luas 
4. Legalitas, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan 
hukum atau perbuatan administrasi negara tidak boleh 
dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas; 
                                                             
43
 Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, 
Bandung. Halaman 2 
18 
 
bila sesuatu dijalankan dengan dalih keadaan darurat, 
kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian . Jika kemudian tidak 
terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan 
5. Moralitas, yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh 
masyarakat, moral dan etika hukum maupun kebiasaan 
masyarakat wajib dijunjung tinggi . 
6. Efisiensi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan wajib dikejar 
seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktivitas wajib 
diusahakan setinggi-tingginya 
7. Teknik dan Teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai 
untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi 
yang sebaik-baiknya44 
Penyelenggaraan pemerintahan mesti memiliki legitimasi yang lain 
selain aturan yang tertulis untuk menjalankan kewenangannya dalam 
mewujudkan general welfare  karena aturan tertulis, menurut Bagir Manan  
Hukum yang tertulis pada dasarnya memiliki beberapa kelemahan antara 
lain : 
1. Hukum mencakup semua aspek kehidupan masyarakat 
sehingga tidak mungkin semuanya tercakup dalam peraturan 
perundang-undangan 
2. Peraturan perundang-undangan sifatnya statis dan tidak 
mengikuti gerak dan pertumbuhan masyarakat45 
                                                             
44 Prajudi Atmosudirdjo, op.cit., hal  31-32  
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2) Sumber dan cara memperoleh kewenangan 
Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, 
dan mandat46. Disisi lain ada yang berpendapat, bahwa dalam 
kepustakaan hukum administrasi  ada dua cara utama memperoleh 
wewenang pemerintahan yaitu, atribusi dan delegasi, sedangkan mandat 
merupakan kadang kadang saja, oleh karena itu di tempatkan secara 
tersendiri, kecuali dikaitkan dengan gugatan tata usaha Negara, mandat 
disatukan karena penerima mandat tidak dapat di gugat secara terpisah47 
Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem 
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :  
a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang undang kepada organ pemerintahan 
b) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari 
satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan 
lainnya 
c) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya di jalankan organ lain atas namanya48 
Untuk memperjelas perbedaan mendasar antara wewenang 
atribusi, delegasi, dan mandat, berikut ini dikemukakan skema tentang 
perbedaan tersebut : 
                                                                                                                                                                       
45 Bagir Manan, 1987, Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum 
Nasional. Amico, Bandung. Halaman 1-2 
46 Ridwan H.R. op.cit.hal 73 
47
 Sadjijono, op.cit hal 64 
48 Ridwan H.R op.cit. hal 74 
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Atribusi Delegasi Mandat 
Cara 
perolehan 
Perundang 
undangan 
Pelimpahan Pelimpahan 
Kekuatan 
Mengikatnya 
Tetap melekat 
sebelum ada 
perubahan 
peraturan 
perundang 
undangan 
Dapat dicabut 
atau di tarik 
kembali 
apabila ada 
pertentangan 
atau 
penyimpangan 
Dapa ditarik 
atau di 
gunakan 
sewaktu waktu 
oleh pemberi 
wewenang 
Tanggung 
jawab dan 
tanggung 
gugat 
Penerima 
wewenang 
bertanggung 
jawab mutlak 
akibat yang 
timbul dari 
wewenang 
Pemberi 
wewenang ( 
delegans ) 
melimpahkan 
tanggung 
jawab dan 
tanggung 
gugat kepada 
penerima 
wewenang    
(delegataris ) 
Berada pada 
pemberi 
mandate 
Hubungan 
wewenang 
Hubungan 
hukum 
pembentuk 
undang 
undang 
dengan organ 
pemerintahan 
Berdasarkan 
atas 
wewenang 
atribusi yang 
dilimpahkan 
kepada 
delegataris 
Hubungan 
yang bersifat 
internal antara 
bawahan 
dengan atasan 
Sumber : (Sadjijono Bab Bab pokok Hukum Administrasi, 
Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2008 hal 67) 
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Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan 
cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena 
berkenaan dengan pertanggung jawaban hukum (rechtelijke 
verantwording) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan 
salah satu prinsip dalam negara hukum “geen bevoegdheid zonder 
verantwoorkdelijkeheid atau there is no authority without responsibility       
( tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban )49 
C. Lembaga Negara 
1. Pengertian Lembaga Negara 
 Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan 
dengan baik apabila di dukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling 
berhubungan satu sama lain sehinggah merupakan satu kesatuan dalam 
mewujudkan nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan 
kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya.  
Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki 
istilah tunggal atau seragam. Di dalam dunia kepustakaan Inggris, untuk 
menyebut lembaga negara digunakan istilah political institution50, 
sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah staat 
organen51. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga 
                                                             
49 ibid hal 77 
50 Firmansyah Arifin (dkk), 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga 
Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, hlm. 88. 
51 Ibid, hlm. 88. 
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negara atau organ negara52. Menurut Jimly Asshidiqie, kata “lembaga” 
diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) 
bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi 
yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu 
usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial 
yang berstruktur.53 Oleh karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, 
badan negara, dan alat perlengkapan negara sering kali dipertukarkan 
satu sama lain. Akan tetapi, menurut Natabaya, penyusunan UUD 1945 
sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan 
negara, bukan lembaga negara atau organ negara54. Untuk maksud yang 
sama, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1949 tidak 
menggunakan istilah lain kecuali alat perlengkapan negara55. Sedangkan 
UUD 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan 
kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten 
menggunakan  peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan 
negara. 56 
Menurut Hans Kelsen mengenai the concept of the state Organ 
dalam bukunya General Theory of Law and State, bahwa  
“Whoever fulfills a function determined by the legal order is an 
organ”57.  
                                                             
52 Ibid hlm 88 
53 Ibid, hlm. 31. 
54 Ibid, hlm. 61-62. 
55 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 31. 
56 Ibid, hlm. 31. 
57
 Jimly Asshiddiqie, Makalah: “Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945”, 
LEMHAMNAS, Jakarta, 15 November, 2010, hlm. 11. 
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Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh 
suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ58. Artinya, organ 
negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang 
berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh 
hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat 
menciptakan norma (normcreating) dan/atau bersifat menjalankan norma 
(norm applying). “These functions, be they of a norm creating or of norm 
applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal 
sanction”.59 Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga 
pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga 
negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi 
kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan 
kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya 
tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.60 
Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan 
organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk 
karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan 
derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. 
                                                             
58 Ibid., hlm. 11 
59
 Ibid., hlm. 11. 
60 Jimly Asshiddiqie, Op.cit., hlm. 12 
24 
 
Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi 
kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah maka hal tersebut tentu akan 
lebih rendah lagi tingkatannya. 61 
2. Lembaga lembaga Negara Menurut Undang – Undang Dasar 
1945 
Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua 
unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan functie62. Organ adalah 
bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ adalah 
status bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm), sedangkan functie adalah 
gerakan wadah itu sesuai dengan maksud pembentukannya63.  
Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia 
Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara 
eksplisit namanya, dan ada pula disebut eksplisit hanya fungsinya. Ada 
pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun 
fungsi atau kewenangannya akan diatur dalam peraturan yang lebih 
rendah.64  
Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dapat 
dikemukakan bahwa dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 34 
organ yang disebutkan keberadaannya dalam UUD 1945, yaitu: 
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III 
UUD 1945 yang diberi judul “Majelis Permusyawaratan 
                                                             
61 Ibid., hlm. 12 
62 Ibid., hlm. 12 
63
 Ibid., hlm. 12. 
64 Ibid., hlm. 12 
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Rakyat”. Bab III ini berisi 2 Pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri 
atas tiga ayat, Pasal 3 yang juga terdiri atas 3 ayat; 
2) Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, 
dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai 
kekuasaan pemerintahan negara yang berisi 17 Pasal; 
3) Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 
4 yaitu pada ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan, “dalam 
melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang 
wakil presiden”; 
4) Menteri dan KeMenterian Negara yang diatur tersendiri dalam 
Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); 
5) Menteri Luar Negeri sebagai Menteri triumvirat 65yang 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yaitu bersama-
sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan 
sebagai pelaksana tugas keprisidenan apabila terdapat 
kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan 
presiden dan wakil presiden; 
6) Menteri Dalam Negeri sebagai triumvirat bersama-sama 
dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut 
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945; 
7) Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar 
Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai Menteri 
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 Triumvirat adalah pemerintah atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang atau lembaga 
sebagai suatu kesatuan. 
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triumvirat menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ketiganya perlu 
disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat saja terjadi konflik 
atau sengketa kewenangan konstitusional diantara sesama 
mereka, atau antara mereka dengan Menteri lain atau 
lembaga negara lainnya; 
8) Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 
Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang 
berbunyi, “Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan 
yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan 
kepada Presiden, dan selanjutnya diatur dalam undang-
undang”; 
9) Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2); 
10) Konsul yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1); 
11) Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh 
Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan ayat (7) UUD 1945; 
12) Gubernur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur 
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 
13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang 
diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945; 
14) Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud 
oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945; 
15) Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten seperti yang 
diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 
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16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang diatur 
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 
17) Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh 
Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945; 
18) Walikota Kepala Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud 
oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 
19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur 
oleh Pasal 18 ayat (3) UUd 1945; 
20) Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau 
istimewa seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, 
diatur dengan undang-undang. 
21) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII 
UUD 1945 yang berisi Pasal 19 sampai Pasal 22B; 
22) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA 
yang terdiri atas Pasal 22C dan 22D; 
23) Komisi Penyelenggaraan Pemilu (KPU) yang diatur dalam 
Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; 
24) Bank Sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 23D; 
25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri 
dalam Bab VIIIA dengan judul “Badan Pemeriksa Keuangan”, 
dan terdiri atas tiga Pasal, yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F 
(2 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat); 
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26) Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam 
Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945; 
27) Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya 
dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUd 1945; 
28) Komisi Yudisial (KY) yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 
24B UUD 195; 
29) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 
1945, yaitu dalam Bab XII tentang pertahanan dan keamanan 
negara, pada Pasal 30 UUD 1945; 
30) Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 
31) Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 
32) Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 
33) Kepolisisan Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga 
diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945; 
34) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman 
seperti Kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi,  
“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. 
 
 Jika diuraikan lebih rinci lagi, apa yang ditentukan dalam Pasal 24 
ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat pula membuka pintu bagi lembaga-
lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945  
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3. Pembagian Lembaga negara 
1. Lembaga Negara Utama ( primary constitutional organs )  dan 
Lembaga Negara Penunjang ( auxiliary state organs ) 
Untuk memahami perbedaan di antara keduanya, lembaga-
lembaga negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah (domain) (i) 
kekuasaan eksekutif atau pelaksana; (ii) kekuasaan legislatif dan fungsi 
pengawasan; (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.66 
Dalam bidang kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga 
pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya 
ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, 
kehormatan, dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini 
bersifat penunjang (auxiliary) terhadap cabang kekuasaan kehakiman. 
Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (the enforcer of the 
rule of law), tetapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman (the 
enforcer of the rule of judicial ethics).67 
Sedangkan dalam fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif, 
terdapat empat organ atau lembaga, yaitu  
1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  
3. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR), dan  
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 Ibid hal 18 
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4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)68. 
Sebagai perbandingan, Kejaksaan Agung tidak ditentukan 
kewenangannya dalam UUD 1945, sedangkan Kepolisian Negara 
ditentukan dalam Pasal 30 UUD 1945. Akan tetapi, pencantuman 
ketentuan tentang kewenangan Kepolisian itu dalam UUD 1945 tidak 
dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Kepolisian lebih tinggi 
kedudukannya daripada Kejaksaan Agung69. Dalam setiap negara hukum 
yang demokratis, lembaga kepolisian dan kejaksaan sama-sama memiliki 
constitutional importance yang serupa sebagai lembaga penegak hukum. 
Di pihak lain, pencantuman ketentuan mengenai kepolisian negara itu 
dalam UUD 1945, juga tidak dapat ditafsirkan seakan menjadikan 
lembaga kepolisian negara itu menjadi lembaga konstitusional yang 
sederajat kedudukannya dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, 
seperti presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, 
dan lain sebagainya. Artinya, hal disebut atau tidaknya atau ditentukan 
tidaknya kekuasaan sesuatu lembaga dalam undang-undang dasar tidak 
serta merta menentukan hirarki kedudukan lembaga negara yang 
bersangkutan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia 
berdasarkan UUD 1945.70 
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Dengan demikian, dari segi keutamaan kedudukan dan fungsinya, 
lembaga (tinggi) negara yang dapat dikatakan bersifat pokok atau utama 
adalah  
a) Presiden;  
b) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 
c) DPD (Dewan Perwakilan Daerah) 
d) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)  
e) MK (Mahkamah Konstitusi);  
f) MA (Mahkamah Agung); dan  
g) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).71  
Lembaga tersebut di atas dapat disebut sebagai lembaga tinggi 
negara. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang lainnya bersifat 
menunjang atau auxiliary belaka. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga 
negara seperti Komisi Yudisial (KY), TNI, POLRI, Menteri Negara, Dewan 
Pertimbangan Presiden, dan lain-lain, meskipun sama-sama ditentukan 
kewenangannya dalam UUD 1945 seperti Presiden/Wapres, DPR, MPR, 
MK, dan MA, tetapi dari segi fungsinya lembaga-lembaga tersebut bersifat 
auxiliary atau memang berada dalam satu ranah cabang kekuasaan. 
Misalnya, untuk menentukan apakah KY sederajat dengan MA dan MK, 
maka kriteria yang dipakai tidak hanya bahwa kewenangan KY itu seperti 
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halnya kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 
ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945. Karena, kewenangan TNI 
dan POLRI juga ditentukan dalam Pasal 30 UUD 1945. Namun, tidak 
dengan begitu, kedudukan struktural TNI dan POLRI dapat disejajarkan 
dengan tujuh lembaga negara yang sudah diuraikan di atas. TNI dan 
POLRI tetap tidak dapat disejajarkan strukturnya dengan presiden dan 
wakil presiden, meskipun kewenangan TNI dan POLRI ditentukan tegas 
dalam Undang-undang dasar 1945.72 
Demikian pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), 
dan sebagainya, meskipun kewenangannya dan ketentuan mengenai 
kelembagaannya tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi kedudukannya tidak 
dapat dikatakan berada di bawah POLRI dan TNI hanya karena 
kewenangan kedua lembaga terakhir ini diatur dalam UUD 1945. 
Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia sebagai bank sentral juga tidak 
ditentukan kewenangannya dalam UUD, melainkan hanya ditentukan oleh 
undang-undang. Tetapi kedudukan Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia 
tidak dapat dikatakan lebih rendah daripada TNI dan POLRI. Oleh sebab 
itu, sumber normatif kewenangan lembaga-lembaga tersebut tidak 
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otomatis menentukan status hukumnya dalam hirarkis susunan antara 
lembaga negara.73 
Menurut Sri Soemantri, dalam negara yang menganut sistem 
pemerintahan yang presidensil, presidenlah yang pertama mengetahui, 
lembaga – lembaga macam apa yang diperlukan untuk menangani 
masalah tertentu dalam mewujudkan tujuan nasional ( negara ) walaupun 
tugasnya melayani akan tetapi secara rasional auxiliary state organs 
mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan 
negara74 
D. Sistem Pemerintahan di Indonesia 
Terjadinya gerakan mahasiswa pada tahun 1998 atas nama 
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan demokratisasi yang kita kenal 
dengan Reformasi, kemudian dimanifestasikan dengan perubahan UUD 
1945 melalui Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali menyebabkan 
struktur ketatanegaraan Indonesia berubah secara drastis. Khusus untuk 
sistem pemerintahan tersebut merupakan perbincangan hangat dalam 
kalangan pengamendemen UUD 1945.  Ini disebabkan ada kalangan 
yang menginginkan untuk mempertahankan sistem pemerintahan dan ada 
juga yang menginginkan sistem pemerintahan tersebut diubah dan 
dipertegas kedudukan dan fungsinya.  
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 Mexsasi Indra, S.H.,M.H., 2011, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, PT Refika Aditama, 
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Perubahan atas terjadinya amandemen terhadap UUD 1945 dapat 
dilihat dengan tidak bertanggungjawabnya lagi presiden kepada MPR, jadi 
secara tidak langsung bahwa MPR bukan lagi sebagai mandataris MPR. 
Ini dapat dilihat dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 setelah Amandemen, 
yang menjelaskan secara eksplisit “Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Akibat dari 
konsekuensi dimana Presiden dan Wakil Presiden secara kedudukan itu 
dipilih langsung oleh rakyat, maka menyebabkan bahwa Presiden dan 
Wakil Presiden terpilih bertanggungjawab langsung kepada rakyat dan 
bukan lagi kepada MPR. Dan ini juga merupakan ciri umum dari sistem 
pemerintahan presidensial. 
Kemudian MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara 
dan kedaulatan bukan lagi berada di tangan MPR tetapi secara langsung 
berada di tangan rakyat. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 
1945 setelah amandemen bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Walaupun demikian 
bahwa, sistem pemerintahan Indonesia sebenarnya belum mencirikan 
sistem presidensial pada umumnya. Ini disebabkan karena masih adanya 
beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang sampai sekarang belum 
mengalami perubahan secara signifikan dalam mengatur kedudukan 
lembaga negara. Ini dapat kita lihat dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 
yang berbunyi bahwa :  
“setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” 
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Kemudian pada Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa 
“Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi 
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”. 
 
Pasal ini sebenarnya menandakan tidak tegasnya pemisahan 
kekuasaan (separation of power) yang dianut di Indonesia. Sedangkan 
salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial adalah tegasnya konsep 
pemisahan kekuasaan (separation of power) antara lembaga-lembaga 
negara baik secara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal tersebut juga 
menjelaskan bahwa antara Presiden dan DPR dituntut bekerjasama dan 
saling terkait dalam hal pembuatan regulasi. 
E. Kedudukan Wakil Menteri Dalam Struktur Pemerintahan Di 
Indonesia 
1. Dasar Hukum Lembaga Wakil Menteri 
Pengangkatan seorang Menteri merupakan kewenangan penuh 
dari Presiden,sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang 
berbunyi 
 “ Menteri – Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. 
Berdasarkan hal ini maka pengangkatan seorang Wakil Menteri pun 
merupakan bagian kewenangan Presiden. Oleh karena itu perlu 
ditekankan kembali bahwa pengangkatan Wakil Menteri bukan merupakan 
sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi Jabatan Wakil Menteri 
sebenarnya merupakan jabatan yang tidak diatur dalam UUD 1945, 
melainkan diatur dalam Ketetapan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 
tentang Kementerian Negara bahwa :  
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“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan 
secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada 
keMenterian tertentu”.  
 
Dan juga di sebutkan pada Pasal 1 peraturan presiden  no 60 tahun 
2012 tentang wakil MenteriI bahwa :  
“ Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada      
Menteri “75 
 
Pasal 4 ayat 1, 
“ Wakil Menteri diangkat dan di berhentikan oleh presiden “ 
Saat ini ada 18 Wakil Menteri yang menjalankan tugas 
pemerintahan pada Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu : 
18) Wakil Menteri Luar Negeri 
19) Wakil Menteri Keuangan76 
20) Wakil Menteri Pertahanan 
21) Wakil Menteri Perdagangan 
22) Wakil Menteri BUMN 
23) Wakil Menteri Kesehatan 
24) Wakil Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif 
25) Wakil Menteri Agama 
26) Wakil Menteri Hukum dan HAM 
27) Wakil Menteri Perindustrian 
28) Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 
29) Wakil Menteri Perhubungan 
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 Peraturan presiden No 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri 
76 Di kementerian keuangan memiliki dua Wakil Menteri 
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30) Wakil Menteri Pekerjaan Umum 
31) Wakil Menteri Pendidikan Bidang Kebudayaan 
32) Wakil Menteri Pendidikan Bidang Pendidikan 
33) Wakil Menteri Pertanian 
34) Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi 
2. Kedudukan Wakil Menteri 
Dalam sistem pemerintahan Presidensial seperti yang dianut oleh 
Negara Indonesia, dimana Menteri itu sendiri merupakan pemimpin yang 
tertinggi dalam kegiatan pemerintahan pada bidang masing-masing. Hal 
ini sebagai alasan karena pada Presiden dan Wakil Presiden tergabung 
oleh fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus sehingga 
tidak memungkingkan Presiden dan Wakil untuk turun langsung dalam 
urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. 
Oleh karena itu, jabatan Menteri untuk masing-masing bidang 
pemerintahan tersebut memang seharusnya dipercayakan penuh kepada 
Menteri yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Fungsi 
kepemimpinan pemerintahan dalam arti teknis, memang seharusnya 
berada di tangan para Menteri dan para Menterilah sesungguhnya yang 
merupakan pemimpin pemerintahan yang riil dan operasional dalam 
pengertian pemerintahan sehari-hari. Sesuai dengan hal tersebut, maka 
dapat dikatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan 
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pemimpin pemerintahan dalam arti politik, sedangkan Menteri merupakan 
pemimpin pemerintahan dalam arti teknis.77 
Ketentuan mengenai Menteri itu diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), 
dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :  
“Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara”, Menteri-Menteri ini 
diangkat dan diberhentikan oleh presiden”, “setiap Menteri 
menbidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”.  
 
Dalam Pasal 17 ayat (4) ditentukan pula bahwa :  
“Pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara 
diatur dalam undang-undang”. 
 
Hal ini berarti bahwa Presiden memiliki kewenangan hanya pada 
orangnya saja, tetapi pada struktur organisasi Menteri sendiri diatur dalam 
undang-undang, dan saat ini sesuai ketentuan UU No.39 Tahun 2008 
tentang Kementerian Negara pertanggal 19 Oktober 2011 jumlah 
kementerian tetap ada 34, terdiri atas 3 (tiga) Menteri Koordinator dan 
seorang Sekretaris Negara, 20 (duapuluh) Menteri yang memimpin 
departemen, dan 10 (sepuluh) Menteri negara. 
Selain mengenai Menteri negara tersebut, terdapat pula jabatan 
Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia. Jabatan Wakil 
Menteri ini hadir dikarenakan kementerian negara di anggap memerlukan 
bantuan dalam mengurusi penyelenggaraan negara. Pengangkatan Wakil 
Menteri yang di lakukan oleh Presiden merupakan wewenang Presiden 
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disebabkan undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa yang di 
maksud “ beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus “, 
Presidenlah yang menilai seberapa berat beban kerja sehinggah 
pengangkatan Wakil Menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah 
tidak memerlukan Wakil Menteri, Presiden berwenang juga 
memberhentikan Wakil Menteri tersebut.   
3. Kewenangan Wakil Menteri 
Ide pembentukan Wakil Menteri adalah dimana Wakil Menteri 
diharapkan akan mempermudah penanganan kerja di sejumlah 
Kementerian dengan beban kerja khusus, di mana Wakil Menteri itu 
nantinya bertugas membantu Menteri dalam kerja koordinasi, sinkronisasi, 
dan penajaman kerja dalam Kementerian Negara yang kemudian secara 
khusus diatur dalam Peraturan Presiden No 60 tahun 2012 tentang Wakil 
Menteri Pasal 2 ayat (1), (2) dan Pasal 3 yaitu ; 
Pasal 2 Ayat 1  
Wakil Menteri mempunyai tugas membentu Menteri dalam 
memimpin peleaksanaan tugas kementerian 
Ayat 2 
Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana di maksud 
pada ayat (1), meliputi : 
a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau 
pelaksanaan kebijakan keMenterian 
b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian 
kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon 1 di 
lingkungan keMenterian  
Pasal 3 
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rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
meliputi: 
a) membantu Menteri dalam proses pengambilan 
keputusan Kementerian 
b) membantu Menteri dalam melaksanakan program 
kerja dan kontrak kinerja 
c) memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada 
Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan 
fungsi keMenterian 
d) melaksanakan pengendalian dan pemantauan 
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian  
e) membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan 
pengisian jabatan di lingkungan keMenterian  
f) melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di 
lingkungan Kementerian  
g) mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau 
memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri 
h) melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Menteri  
i) dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas 
khusus yang di berikan langsung oleh presiden atau 
melalui Menteri 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul yang dipilih, penulis mengadakan penelitian 
pada dua kantor Kementerian Negara yang memiliki Wakil Menteri di 
Jakarta. Alasan memilih lokasi penelitian di kantor Kementerian Negara 
karena sumber data yang berkaitan dengan judul diatas hanya didapatkan 
Di kantor Kementerian Negara. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang 
dilakukan langsung dengan responden yang dapat mewakili 
beberapa sumber dalam hal ini adalah Kementerian Negara. 
2. Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-
buku dan tulisan-tulisan atau internet, jurnal hukum, serta peraturan 
perundang-undangan yang relavan dengan permasalahan yang 
diteliti. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi 
yang relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, 
artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 
2. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi 
yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. 
3. Penelitian lapangan (Field Research). 
 
D. Analisis Data 
Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Wakil Menteri 
dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Maka data yang diperoleh 
kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer dan sekunder, dan 
analisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menjelaskan, menguraikan dan mengambarkan permasalahan 
serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan pembahasan 
penulis. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan 
Presidensial Indonesia 
Sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia baru mengenal 
jabatan Wakil Menteri sebagai jabatan politis. Dalam pembentukan 
awalnya diasumsikan bahwa sistem Pemerintahan Presidensial di 
Indonesia belum mengenal Nomenklatur istilah jabatan Wakil Menteri 
yang diangkat secara politis oleh Presiden melalui hak preogratifnya. 
Dalam sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia, Menteri 
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh 
Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai pembantu presiden. Menteri 
memimpin lembaga Departemen dan Nomorn-departemen sesuai dengan 
kabinet yang disusun oleh Presiden. Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-
undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan 
bahwa Kementerian Negara Departemen membawahi  struktur birokrasi 
yang terdiri atas Sekretariat Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal 
(Dirjen), Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan. Sedangkan Kementerian 
Negara Nomorn-departemen memiliki Sekretariat Jenderal (Sekjen), 
Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Deputi. 
Berangkat dari latar belakang filosofis mengenai pengangkatan 
jabatan Wakil Menteri adalah dalam rangka mendukung pelaksaaan tugas 
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Menteri untuk meningkatkan kinerja di Kementerian Negara yang 
pengangkatannya sepenuhnya menjadi hak dari Presiden. Dari penjelasan 
tersebut, maka pengangkatan Wakil Menteri merupakan hak dasar yang 
melekat pada Presiden. Dalam hal tersebut bahwa Presiden beranggapan 
bahwa terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara 
khusus dalam suatu Kementerian Negara, maka berdasarkan hal tersebut 
Presiden mengangkat Wakil Menteri. Secara Umum tujuan pengangkatan 
Wakil Menteri antara lain: 
1. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Negara 
yang berdaya guna dan berhasil guna. 
2. Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksaan tugas pokok dan 
fungsi di beberapa Kementerian Negara yang membutuhan 
penanganan secara khusus. 
3. Dalam rangka menjamin terwujudnyatuuan dan sasaran tertentu 
yang hendak dicapai oleh suatu Kementerian Negara. 
Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 
Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menganggap bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur hal-hal 
yang pokok sehingga pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Undang-
undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengangkatan Wakil Menteri 
itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-
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tugasnya. Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam Undang-
Undang Dasar 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum 
bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh 
dilakukan” sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional 
atau ketentuan-ketentuan lain di dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
Menurut Mahkamah Konstitusi, baik diatur maupun tidak diatur di dalam 
Undang-undang, pengangkatan Wakil Menteri sebenarnya merupakan 
bagian dari kewenangan Presiden, sehingga dari sudut substansi tidak 
terdapat persoalan konstitusional dalam konteks ini. Hal tersebut berarti 
bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut seara tegas di dalam Undang-
Undang Dasar 1945 kemudian diatur di dalam Undang-undang, sepanjang 
hal yang diatur di dalam Undang-undang tersebut tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengangkatan Wakil 
Menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau 
tidak diatur dalam Undang-undang, maka mengenai orang yang dapat 
diangkat sebagai Wakil Menteri menurut Mahkamah Konstitusi, dapat 
berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, 
anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga Negara biasa, 
sebab Presiden yang mengangkat Wakil Menteri adalah pemegang 
kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam Pasal 10 Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan 
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bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan 
secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada 
Kementerian Negara tertentu”, merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 
ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara a quo yang tidak mencantumkan jabatan Wakil 
Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara. 
Berdasarkan hal tersebut di atas yang juga karena Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak menjelaskan 
apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan secara 
khusus” maka menurut Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menjadi 
diskresi Presiden untuk menentukan sebelum mengangkat Wakil Menteri 
dalam Kementerian Negara. Presiden juga memiliki kewenangan menilai 
seberapa berat beban kerja yang sehingga memerlukan pengangkatan 
Wakil Menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak 
memerlukan Wakil Menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan 
Wakil Menteri yang bersangkutan. 
Menurut Denny Indrayana dalam wawancara dengan penulis di 
Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa 
kedudukan jabatan Wakil Menteri adalah Konstitusional dan tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pengangkatan 
Wakil Menteri merupakan hak Presiden untuk mengangkat jabatan Wakil 
Menteri dari unsur apapun tanpa terikat persyaratan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) atau golongan karir apapun yang didasari oleh pertimbangan-
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pertimbangan Presiden. Denny Indrayana menambahkan, bahwa putusan 
Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan penjelasan dari Pasal 10 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
bahwa Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota 
kabinet. Hal tersebut menguatkan amanat yang diberikan oleh Presiden 
kepada Wakil Menteri dalam menjalankan tugasnya membantu menteri di 
Kementerian Negara masing-masing. 
Secara terpisah, Sekretariat Kabinet Dipo Alam dalam wawancara 
dengan penulis menilai bahwa Wakil Menteri sangat diperlukan untuk 
membantu Kementerian Negara dalam hal mengikuti rapat-rapat terbatas 
dengan DPR, pembahasan APBN dan hal-hal teknis lainnya yang 
memerlukan waktu dan menyita perhatian para Menteri selama ini. 
Sebelum adanya jabatan Wakil Menteri dalam struktur organisasi 
Kementerian Negara menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur tentang organisasi 
Kementerian Negara, yang terdiri dari unsur: 
1. Pemimpin, yaitu Menteri; 
2. Pembantu pemimpin, yaitu Sekretariat Jenderal; 
3. Pelaksana tugas pokok, yaitu Direktorat Jenderal; 
4. Pengawas, yaitu Inspektorat Jenderal; 
5. Pendukung, yaitu Badan dan/atau Pusat; dan 
6. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.   
 
 Mengenai hal tersebut di atas, sudah jelas bahwa sistem 
pemerintahan di Indonesia sebelumnya belum mengenal Nomenklatur 
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istilah jabatan Wakl Menteri yang diangkat oleh Presiden berdasarkan hak 
preogratifnya. Demikian bahwa, Menteri melaksanakan tugas dan 
fungsinya sesuai yang diamanatkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 
1945 yakni sebagai pembantu Presiden. Menteri memimpin lembaga 
Departemen dan Non-departemen sesuai dengan kebinet yang disusun 
oleh Presiden. Sebelum adanya posis Wakil Menteri, gambaran umum 
struktur organisasi Kementerian Negara terdiri atas Sekretariat Jenderal 
(Sekjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Direktorat Jenderal (Dirjen), 
Jumlah Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal hanya memiliki satu 
unit, sedangkan jumlah Direktorat Jenderal tergantung pada kompleksitas 
tugas dan fungsi masing-masing Kementerian Negara. 
Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang mengurusi rumah 
tangga Kementerian Negara, sedangkan Inspektorat Jenderal memiliki 
fungsi pengawasan atau supervisi yang mengawasi semua unit organisasi 
dalam Kementerian Negara yang bersangkutan termasuk Menteri. 
Pelaksanaan beberapa tugas teknis dan administrasi Kementerian Negara 
dijalankan oleh Direktorat Jenderal. Sebagai contoh, pada Kementerian 
Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, urusan adminstrasi hukum umum 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen  
AHU). Sedangkan posisi Staf Ahli Kementerian Negara dipercayakan oleh 
para pakar yang menguasai bidang tertentu dan berfungsi memberikan 
masukan dan analisis kepada Menteri. 
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Mengenai Hal ini, dengan adanya Wakil Menteri perlu penambahan 
isi pasal tersebut dengan posisi Wakil Menteri tersebut dalam organisasi 
Kementerian Negara. Pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 
tentang Wakil Menteri menjelaskan bahwa posisi Wakil Menteri itu berada 
di bawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri. Struktur 
organisasi Kementerian Negara pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 
2008 tentang Kementerian Negara di bawah Menteri tidak terdapat Wakil 
Menteri, melainkan diisi oleh jabatan yang sudah ada sebelum jabatan 
Wakil Menteri tersebut ada yaitu Sekertaris Jenderal, Direktorat Jenderal, 
Inspektorat Jenderal. Jabatan-jabatan yang sudah ada sebelumnya 
tersebut menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil 
Menteri yang dalam struktur organisasi Kementerian Negara di bawah 
posisi Menteri terdapat Wakil Menteri dimana jabatan di bawah Wakil 
Menteri tersebut juga selain bertanggungjawab kepada Menteri juga 
bertanggungjawab kepada Wakil Menteri. 
Berdasarkan hal tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai posisi 
Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara karena 
tidak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara. Wakil Menteri yang dijelaskan dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi yang juga membatalkan penjelasan Pasal 10 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
tersebut juga menyatakan bahwa Wakil Menteri itu adalah merupakan 
pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet. Kalau penjelasan 
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dalam pasal tersebut dipahami secara a contrario, maka dengan ini dapat 
dimaknai bahwa Wakil Menteri bukanlah pejabat karir melainkan sebagai 
anggota kabinet. Namun pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 
tentang Wakil Menteri terjadi kerancuan karena dalam Pasal 1 disebutkan 
bahwa “Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
menteri”  yang pada kenyataannya bahwa Wakil Menteri diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden tanpa adanya usulan sebelumnya dari 
menteri yang bersangkutan dan diangkat melalui mekanisme 
pengangkatan “fit and proper test” oleh Presiden yang pada 
keberadaannya seperti yang terjadi pada pengangkatan menteri itu 
sendiri. Seharusnya pengangkatan Wakil Menteri haruslah melalui seleksi 
yang penilaiannya oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Wakil 
Presiden atas usulan masing-masing instansi yang bersangkutan. Tim 
Penilai Akhir (TPA) tersebut kemudian mengusulkan pengangkatannya 
kepada Presiden dalam bentuk penerbitan Keputusan Presiden untuk 
kemudian dilantik oleh menteri pada masing-masing Kementerian Negara 
yang bersangkutan. 
B. Kewenangan Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan 
Presidensial di Indonesia 
a. Jenis Kewenangan Wakil Menteri 
Menurut Prajudi Atmosudirdjo, membedakan antara wewenang 
(completence, bevoegdheid) dan kewenangan (author, gezag). Walaupun 
dalam prakteknya perbedaan antara keduanya tidak selamanya perlu.  
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Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang 
berasal dari kekuasaan legislatif (yang diberikan oleh undang-undang) 
atau berasal dari kekuasaan eksekutif administrative. Untuk itu tipe 
kewenangan tersebut menurut Prajudi Atmosidurdjo berdasarkan jenisnya, 
yaitu:78 
a. Kewenangan Prosedural, yaitu berasal dari peraturan perundang-
undangan. 
b. Kewenangan Substansial, yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, 
kualitas pribadi dan instrumental. 
Sedangkan jenis-jenis wewenang berdasarkan sumbernya 
wewenang, dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan 
wewenang offisial, yaitu:79  
a. Wewenang Personal 
Bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan 
kesanggupan untuk memimpin. 
b. Wewenang Offisial 
Merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang 
berada di atasnya. 
Berdasarkan uraian di atas mengenai jenis-jenis kewenangan 
yang apabila dihubungkan dengan beberapa kewenangan Wakil Menteri 
sebelum dan sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
79/PUU-IX/2011 yang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan 
                                                             
78
  Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Graha Indonesia, 1966, Hal 78 
79 Benny M. Yunus, Intisari Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni 1980, Hal 35 
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Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara dan Pasal 69A, Pasal 69B, dan Pasal 69C Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara, untuk sebelum adanya Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. Sedangkan setelah adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 pengaturan mengenai 
wewenang Wakil Menteri yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat 
(2), dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil 
Menteri. Pada intinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
pengaturan wewenang Wakil Menteri sebelum dan sesudah adanya 
pengaturan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. Hanya saja 
dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara rincian tugas Wakil 
Menteri yang belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 
2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara tersebut, 
dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan. 
Dengan demikian Menteri dapat secara leluasa memberikan tugas dan 
wewenang kepada Wakil Menteri untuk membantu tugas-tugas 
Kementerian Negara. 
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Apabila dihubungkan dengan jenis kewenangan Wakil Menteri 
baik dari segi jenisnya maupun dari sumbernya maka criteria kewenangan 
Wakil Menteri sebagaimana telah diuraikan melalui pembahasan tersebut 
di atas, maka dari segi jenis kewenangan Wakil Menteri dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
a. Kewenangan Prosedural 
Kewenangan ini merupakan kewenangan yang berasal dari 
peraturan perundang-undangan, jadi dalam tindakan pejabat Tata Usaha 
Negara harus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, tanpa adanya dasar hukum yang berlaku, maka tidak dapat 
dikatakan termasuk dalam kewenangan ini. Dalam kewenangan ini 
berlaku asas-asas Hukum Administrasi Negara yakni asas legalitas, yaitu 
bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara haruslah memiliki 
dasar hukum (ada peraturan dasar yang melandasinya). Apabila 
Indonesia adalah merupakan negara hukum maka asas legalitas 
merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. 
Asas ini sesuai dengan asas negara Indonesia yang berdasarkan asas 
negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun 
dalam mencapai terwujudnya negara hukum maka belum cukup dengan 
dianutnya asas legalitas yang merupakan salah satu identitas dari suatu 
negara hukum , tapi harus disertai “kenyataan hukum”, dan didukung oleh 
54 
 
“kesadaran etis” dari para pejabat administrasi negara,80 yaitu kesadaran 
bahwa perbuatan atau tindakannya harus didukung oeh perasaan 
kesusilaan, yaitu bahwa dimana hak negara ada batasnya yang tentunya 
dibatasi oleh hak-hak asasi manusia. 
Kaitan mengenai kewenangan prosedural Wakil Menteri, 
sebenarnya secara umum semua kewenangan yang diatur pada Pasal 2 
ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 
Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dapat dikatakan sebagai kewenangan 
prosedural, akan tetapi secara khusus terdapat kewenangan yang 
mengharuskan melalui prosedur-prosedur yang berlaku pada kementerian 
tertentu, dalam kaitannya beberapa wewenang Wakil Menteri yang 
termasuk dalam kategori kewenangan prosedural adalah: 
a. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada menteri yang 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian 
b. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas 
dan fungsi kementerian. 
c. Melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan 
kementerian. 
b. Kewenangan substansial 
                                                             
     80 Kesadaran etis merupakan syarat yang tidak boleh tidak ada (condition sine qua non), yakni 
adalah suasana dimana pejabat harus sadar, patuh dan taat para peraturan hukum, maka ada 
pejabat yang secara terang-terangan membangkang (tidak melaksanakan) perintah, maka 
sesungguhnya pejabat tersebut tidak layak lagi bertindak sebagai pengembang pejabat public. 
Supandi, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat dalam Menaati 
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara), (Medan: Pustaka Bangsa Press), hal 220-221 
55 
 
Kewenangan substansial adalah berdasarkan pada tradisi, 
kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental. Kewenangan ini 
berlaku secara berkesinambungan antara tradisi, kekuatan sakral, kualitas 
pribadi dan instrumental. Keempat tersebut merupakan suatu sistem yang 
tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga 
menghasilkan  suatu tugas dan tanggungjawab secara bersama-sama. 
Apabila dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh Wakil 
Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) 
dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil 
Menteri, maka terdapat wewenang yang dapat digolongkan dalam 
kategori ini, mengingat di dalam pelaksaannya harus didasarkan pada 
tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental secara bersama-
sama. Kewenangan yang dimaksud adalah “membantu menteri dalam 
menjalankan program kerja dan kontrak kinerja”. Dalam menjalankan 
fungsi ini secara langsung maupun tidak langsung Wakil Menteri harus 
menggunakan kewenangan Substansial, yang di dalamnya terdiri dari 
tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental. 
c. Kewenangan Personal 
Kewenangan Personal adalah kewenangan yang tergantung pada 
kualitas dari seseorang yang memiliki jabatan atau yang memimpin dalam 
suatu organisasi atau kelompok. Hal ini dikarenakan bersumber pada 
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intelegensi, pengalaman, nilai atau moral dan kesanggupan untuk 
memimpin. 
Kewenangan Personal ini juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), 
Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 
tentang Wakil Menteri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Wakil 
Menteri juga menjalankan personal secara khusus yang tergantung pada 
pola dan tata cara yang dipakai oleh masing-masing yang digunakan oleh 
Wakil Menteri yang bersangkutan. Dalam Padsal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat 
(2) dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil 
Menteri, terdapat dua pasal yang termasuk dalam kategori kewenangan 
Personal, yaitu: 
a. Membantu Menteri dalam proses pengambilan Keputusan 
Kementerian 
b. Membantu Menteri dalam penelitian dan penetapan pengisian 
jabatan dilingkungan Kementerian. 
d. Kewenangan Offisial 
Kewenangan offisial adalah kewenangan pemberian oleh lembaga 
yang berada diatasnya, baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung. Kewenangan ini juga erat kaitannya dengan sumber 
kewenangan yang dapat berbentuk kewenangan atribusi, delegasi dan 
mandat. Namun selain itu, terdapat perbedaan antara kewenangan offisial 
dengan sumber kewenangan yang dimana kewenangan offisial adalah 
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kewenangan yang bersifat umum yang tidak tertuju pada kewenangan 
delegasi, atribusi dan mandat tetapi hanya terbatas pada kewenangan 
yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya secara umum. 
Kewenangan offisial yang jika dikaitkan dengan Wakil Menteri yang 
dimana dalam hal ini adalah oleh Menteri dan atau Presiden memberikan 
kewenangannya kepada Wakil Menteri, sehingga Wakil Menteri wajib 
menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Menteri dan atau 
Presiden dengan sebaik-baiknya. Adapun kewenangan offisial yang 
terdapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan 
Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yaitu: 
a. Mewakili menteri dalam acara tertentu dan/atau memimpin rapat 
sesuai dengan penugasan Menteri. 
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 
c. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang 
diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri. 
b. Sumber Kewenangan Wakil Menteri 
Secara teoritis kewenangan yang bersumber yang bersumber dari 
peraturan perundang-undangan, dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu 
atribusi, delegasi dan mandate. Apabila dihubungkan dengan beberapa 
teori kewenangan tersebut, maka kewenangan Wakil Menteri berdasarkan 
sumber kewenangannya dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Kewenangan Atribusi 
Kewenangan atribusi merupakan (wewenang) atau kewenangan 
yang langsung berdasarkan perintah dari undang-undang. Perolehan 
kewenangan secara atribusi menyebabkan  terjadinya pembentukan 
kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada dan menjadi 
ada. Kewenangan yang timbul dikarenakan pembentukan secara 
pembentukan yang bersifat asli dan menyebabkan adanya kewenangan 
yang baru. Dengan demikian bahwa kewenanga atribusi bersifat mutlak 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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